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ABSTRAK
Ares Hidayat. 2026.“ Implementasi Tanggung Jawab Yuridis DPUPR Kabupaten Batang
Dalam Penyelenggaraan Jalan Untuk Mendukung Keselamatan Pengguna Jalan Perspektif
Maslahah Mursalah”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Universitas
Islam Negeri K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Pembimbing: Dr. Fahrodin, M.H.I.
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ABSTRACT

Ares Hidayat. 2026. “Implementation of the Legal Responsibilities of the Batang Regency
Department of Public Works and Spatial Planning (DPUPR) in Road Administration to
Promote Road User Safety from the Perspective of Maslahah Mursalah.” Undergraduate
Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University K. H.
Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Supervisor: Dr. Fahrodin, M.H.1.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jalan merupakan fasilitas tur yang memiliki peran vital untuk

menunjang kelancaran mobili npa infrasruktur jalan yang layak,
maka segala ativitas kehi ambat. Keberadaan jalan yang

rja, pendidikan, layanan

kesehatan, pasa ilitas pubh'k gl "‘ya Seba disi jalan yang rusak,
berlubang, k terpelflim' ‘dapav' mépghamba sehari-hari dan

lan trdak 'chup dipahami sebagal pe_l?emaan fis ta, tetapi juga

an pemenuhan kebutuhan masyarakaf atas sara sportasi yang
s

nggaraan jalan yang baik pada akhn\’nya men|] ah satu unsur

aman.

kesejahteraan

pelaksanaan pelayanan publik dan penin

negara hukum, penyelenggaraan infrastruktur publ s dilaksanakan

leh peraturan

ewenangan dan kewajiban yang telah diten

blik Indonesia

angan. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negar
™ - -

erintah untuk

masyarakat, termasuk

menyelenggaraka
infrastruktur jalan. layak perlu disertai upaya
pemantauan, Pembangunan, pemeliharaan dan penanganan kerusakan agar jalan dapat

terus berfungsi sebagaimana semestinya.?

! Puthu Yudho Pranggono and Machmud Effendy, “Upaya Meningkatkan Kesejahteraan
Masyarakat Melalui Pembangunan Infrastuktur Jalan,” Seminar Keinsinyuran 3, no. 1 (2023): 801-5.

2 Dani Amran Hakim and Hevina Nopriza, “Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan
Infrastruktur Jalan Berdasarkan Perspektif Hukum Islam di Kabupaten Lampung Utara,” Jurnal Hukum
Positum 7, no. 2 (2022): 205-27, https://doi.org/https://doi.org/10.35706/positum.v7i2.8872.



Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 Tentang Jalan pasal 2 menegaskan bahwa penyelenggaraan jalan harus
dilaksanakan berdasarkan asas keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. Asas
tersebut dapat dimaknai sebagi norma yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara

jalan untuk memastikan keamana disi fisik jalan agar mampu mencegah

timbulnya risiko ancaman ke i pengguna jalan. Asas-asas dalam

ajib segferél: dan patut
agar tidak me n kecelak?'aii lalu I;ﬁ}}s,Melalu hukum diatas, dapat
dipahami gara t1dal; 'hg'r;ya‘ '{)ér.lgev\@lj.l‘t;?p meme ilitas infrastruktur
jalan se mun Jug% 1}%rﬁs'1.11enjam1n k.e\lax;?qk'afl; f?sﬂlta gar terciptanya

g y . . 5 “ N
eamanan, dan menjamin keselamatan para peng

o. 38 Tahun 2004 jo. UU No. 2 tahun

ikan ruas jalan berdasarkan statusnya menjadi nasional, jalan

jalan tersebut

kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Pembagia
jadi dasar pembagian kewenangan penyeleng jalan antara

$ sesuai ruang

sat, Pemda Provinsi, Pemda Kabupate/Kota, dan

ng jawabnya masing-masing. Adapun kewenan nyelenggaraan

an statusnya diatur pada Pasal 14 sampai deng al 16 undang-
alam‘ketentuannya, penyelenggaraan ruas.j

enangan Pemerintah Pu

kewenangannya

Persoalan rhati p an ini berkaitan dengan
kondisi jalan kabupaten di Kabupaten ﬁatang. Berdasarkan data Kabupaten Batang
dalam Angka yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang, panjang
jalan kabupaten tercatat sebesar 540,47 km, dengan kondisi jalan yang terdiri atas

kategori baik, sedang, rusak, dan rusak berat. Keberadaan ruas jalan yang rusak dan

3 Mochammad Rifqi Anam and Zahry Vandawati Chumaida, “Tanggung Jawab Penyelenggara
Jalan Umum terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Ketidaklaikan Jalan,” Panorama Hukum 8, no. 2
(2023): 218-35, https://doi.org/https://doi.org/10.21067/jph.v8i2.9746.



rusak berat menjadi penting untuk dikaji karena penanganannya berkaitan dengan
kewajiban penyelenggara jalan dalam menjaga kelayakan infrastruktur dan
mengurangi risiko terhadap keselamatan pengguna jalan. Persoalan hukum yang perlu
dikaji bukan semata-mata keberadaan jalan yang rusak, melainkan bagaimana
kewajiban hukum dalam penyelenggaraan jalan dilaksanakan oleh instansi yang

berwenang.

Pemerintah Kabupaten n amanat UU No. 38 tahun 2004 jo.

ang niemlllkr unsur pelaksananyﬁf tersepdlrl inas Pekerjaan

nataa{n Ruang (DPUPR) Kabupaten Hatang Se dalam hal ini

aten Batang memiliki tanggung jawab pemban nyelenggaraan

jalan ya jadi wewenang Pemerintah Kabupaten‘Batang.4

Kabupaten Batang memiliki peran wvital seba dan pelaksana

stitusional negara dalam penyelenggaraan jala paten. Sesuai

amanat ran Bupati Batang No. 11 Tahun 2025 Tentang ukan, Susunan

gas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah. R Kabupaten

konstitusionalnya

Tercatat ba
panjang 540,47km dengan kondisi fisk jalan yang beragam. Ruas-ruas jalan kabupaten
tersebut menghubungkan 15 kecamatan di Kabupaten Batang, dengan kondisi jalan

sepanjang 367,72km ruas jalan dengan keadaan baik, 93,33km dengan kondisi sedang,

4 Peraturan Bupati Batang Nomor 11 Tahun 2025.



35,57km dengan kondisi rusak, dan 43,85km dengan kondisi rusak berat.® Dari data
tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ruas jalan yang berada dalam kondisi
tidak layak karena kondisi fisik yang rusak maupun rusak berat. Dengan demikian,

meskipun DPUPR Kabupaten Batang telah melaksanakan berbagai program

pembangunan, rehabilitasi, dan pe an jalan. Fakta masih adanya kondisi jalan

yang mengalami tersebut me pelaksanaan penyelenggaraan jalan

s kecelakaan di ruas jalan kabupaten'."Sepérti k
:
telah te J1. Raya Karanganyar Kecamatan Batang, seoran endara sepeda

ami kecelakaan lalu lintas setelah sepeda motor

berlubang yang mengakibatkan kendaraannya o

celakaan lalu lintas yang disebabkan karena kerus lan juga terjadi

amet Riyadi Desa Kalipucang Kulon Kecamatan

dara sepeda motor melewati jalan beraspal denga

gendara menghindari jalanan yang berlubang sehi
ck.® Peristiwa tersebut memperlihat

risiko keselamatan p

di luar

persoalan jalan ang secara langsung
berhubungan dan 1 o ya kecelakaan.

Selain ditinjau dari hukum positif untuk mengkaji efektivitas implementasinya,
persoalan penyelenggaraan jalan dapat dianalisis melalui perspektif hukum Islam,

khususnya berdasarkan teori maslahah mursalah. Hal ini karena tanggung jawab

°® BPS Kabupaten Batang, Kabupaten Batang dalam Angka, ed. Mustofa (Batang: BPS
Kabupaten Batang, 2026).
® Satlantas Polresta Batang, “Kecelakaan Akibat Jalan Berlubang
Kabupaten Batang” (Batang, 2026).



DPUPR dalam penyelenggaraan jalan berkaitan dengan perlindungan keselamatan
pengguna jalan, baik melalui upaya mengurangi kesulitan dalam berkendara maupun
mencegah kecelakaan yang dapat mengakibatkan luka-luka hingga hilangnya nyawa.
Dalam konteks tersebut, Islam menempatkan kemaslahatan manusia, terutama
perlindungan jiwa, sebagai salah satu tujuan penting dalam pembentukan hukum.

Tujuan-tujuan tersebut dikonsepsik: ara ulama dalam pembahasan magqasid al-

syari ‘ah, yaitu tujuan hukum [ isasikan kemaslahatan dan mencegah
i hakikat magasid al-syari‘ah
selanjutnya menjadi q slahah mursalah, yakni
it gas mengakui ataupun
hukum sepanjang
penelitian ini,
lan diposisikan
analisis status

sebagai alan 'kemaslahatan yang perlu d11dent1ﬁkas1

lisis tersebut

hukumn rdasarkan prinsip-prinsip maslahah mursalah

diarahk k menilai apakah pelaksanaan tanggung jawab R Kabupaten

Batang enyelenggaraan jalan sejalan dengan prinsip kem tan, khususnya

dalam ah kemudaratan dan melindungi jiwa (hifz al-nafs)

perspektif hukum Islam, pemeliharaan jiwa (hifd ifs) merupakan

salah sa n penting dalam konsep maqashid syariah. Prinsip

ut menegaskan
pentingnya perlinduzlgan' terhadap kehidupan manusia dari berbagai hal yang dapat
nnya.’ Kaidah ushul fikih “Ma

makna bahwa se

mewujudkan kem rakat haru elalui kewenangan dan
tanggung jawab lam per g-undangan. Pemerintah
memiliki peran dalam menyediakan pelayanan publik dan pemenuhan infrastruktur
yang dibutuhkan masyarakat, termasuk melalui pembangunan, pemeliharaan, dan
perbaikan jalan sesuai kewenangannya. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut tidak

hanya dapat dilihat dari terselenggaranya program pembangunan, tetapi juga dari

" Djazuli, Figih Sivasah (Bandung: PRENADA MEDIA, 2003).



kesesuaian tindakan pemerintah dengan kewajiban hukum yang berlaku. Dalam
konteks Kabupaten Batang, DPUPR Kabupaten Batang sebagai perangkat daerah yang
menangani bidang pekerjaan umum dan penataan ruang memiliki tugas teknis dalam
penyelenggaraan infrastruktur jalan sesuai dengan ketentuan mengenai tugas dan
fungsinya. Oleh karena itu, pelaksanaan tanggung jawab DPUPR Kabupaten Batang

perlu dikaji berdasarkan dasar hukum, yang mengaturnya, bentuk tindakan yang

dilakukan, serta berbagai faktor, engaruhi efektivitas pelaksanaan tugas

tersebut.
Berdasarkan ur nggaraan jalan di Kabupaten
Batang tidak hanya dengan .k'éndisi jala ngalami kerusakan, tetapi

juga dengan p tanggung ‘]awab,yurldls paten Batang sesuai
dengan tu ewenangaﬁnya. Pe}soahl'n '1131 perlu lalui penelaahan
terhadap n pembgngughﬁ, pemelihafakalrg;;p'@rbajkan, gawasan jalan,
serta be aktor’ j%ﬁg'rﬁé}rlengamhi efektivités(péfalzg%naa m mendukung

pengguna jalan. Untuk itu, penelitian ini ahkan untuk
si bentuk dan ruang lingkup tanggung jawab yuridi PR Kabupaten

i efektivitas pelaksanaannya berdasarkan kesesu. tara ketentuan

peratura ndang-undangan dan praktik di lapangan, serta ngkap faktor-

ndukung maupun menghambat pelaksanaan tang awab tersebut.

claksanaan tanggung jawab tersebut dianalisi lui perspektif

salah untuk menilai sejauh mana penyelenggara n berorientasi

Penyelenggaraan Jalan untu

Maslahah Mursalah.”



B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab yuridis DPUPR Kabupaten Batang dalam
penyelenggaraan jalan untuk mendukung keselamatan pengguna jalan, serta faktor-
faktor apa saja yang memengaruhi pelaksanaannya?
2. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab yuridis DPUPR Kabupaten Batang dalam

penyelenggaraan jalan untuk mendukung keselamatan pengguna jalan ditinjau dari

perspektif maslahah mursalah

C. Tujuan Penelitian
1. Menganalisis pelaks j UPR Kabupaten Batang dalam
ngguna jalan, serta faktor-

.
2. Menga an tanggung jawab yuridi aten Batang dalam

diharapkan dapat memberika pengembangan

ya dalam bidang Hukum Tata m Administrasi

tan dengan tanggung ja daerah dalam

alan. Penelitian

tersebut. Disa

hukum Islam, rsalah dalam menganalisis
tanggung jawab pemerintah terhadap penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur

publik yang berkaitan dengan perlindungan jiwa dan pencegahan kemudaratan.



2. Manfaat Praktis
a. Untuk Pemerintah Kabupaten Batang
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi
Pemerintah Kabupaten Batang dalam mengevaluasi pelaksanaan tanggung
jawab penyelenggaraan infrastruktur jalan untuk mendukung keselamatan

pengguna jalan. Hasil penelitian dapat memberikan gambaran mengenai

pelaksanaan kewenangan ukum, serta kendala yang dihadapi dalam

pembangunan, pemeli ikan jalan. Selain itu, penelitian ini

ini diharapkan dapat menja

g dalam melaksanakan tugas nnya di bidang

n dapat menjadi bahan

rimaan, pencatatan, dan

tindak lanju elalur evaluasi tersebut, DPUPR
Kabupaten Batang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan

tugasnya



c. Untuk Masyarakat Pengguna Jalan
Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat
mengenai tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan
infrastruktur jalan untuk mendukung keselamatan pengguna jalan. Pemahaman
tersebut penting agar masyarakat mengetahui bahwa pembangunan dan

pemeliharaan jalan dilaksan berdasarkan kewenangan serta ketentuan

hukum yang berlaku. Peneli diharapkan dapat mendorong partisipasi
masyarakat dalam asi atau laporan mengenai kondisi

kan keselamatan. Selain itu,

‘

enelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi re bagi peneliti

tnya yang ingin mengkaji tanggung jawab pem: daerah dalam

k mendukung

gunan dan pemeliharaan infrastruktur publi
atan pengguna jalan. Uraian mengenai dasar , pelaksanaan

ngan, dan hambatan penyelenggaraan jalan dap. nakan sebagai

berkaitan.

wal mtuk mengembangkan penelitian dengan te
Teoretik ol

Pemerintah Daerah

mempertan . 1 an  hukum. Jimly
Asshiddiqie hukum menjadi
pertanggungjawaban jabatan atau institusional (institutional responsibility) dan
pertanggungjawaban pribadi (personal responsibility). Pertanggungjawaban
jabatan berkaitan dengan tindakan yang dilakukan dalam kapasitas jabatan untuk
menjalankan kewenangan pemerintahan, sedangkan pertanggungjawaban pribadi

dapat dibebankan kepada pejabat apabila tindakan yang dilakukannya memenuhi
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dasar dan persyaratan pertanggungjawaban secara individual. Dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pertanggungjawaban hukum dapat mencakup
ranah administrasi, perdata, dan pidana sesuai dengan sifat perbuatan serta
ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penentuan pihak yang

bertanggung jawab harus mempeghatikan sumber kewenangan, bentuk tindakan

atau kelalaian, dan unsur h dapat dibuktikan, bukan semata-mata

didasarkan pada adan tidak tercapainya suatu program

pemerintah.®

dan tindakan pemerintahan harus berlandaskan an perundang-

serta memperhatikan Asas-Asas Umum Peme

mikian, teori ini digunakan untuk menilai apak aksanaan tugas

rmasuk pembangunan, pemeliharaan, perbaikan j n pengamanan

jalan yang berpotensi membahayakan penggu n, telah sesuai

aj ibgr‘l hukumnya. Analisis pertanggungjawaban

tnya dilakukan

Teori Efektivi
n untuk
menganali | anakan dan mencapai
tujuan yang hanya ditentukan oleh
juga dipengaruhi oleh
pelaksanaan hukum dan kondisi yang mendukung penerapannya. Menurut

Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum,

yaitu faktor hukum atau peraturan perundang-undangan, faktor penegak hukum,

8 Marcelina Angelita Sahetapy et al., “Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam
Hukum Tatanegara,” Jurnal Multilingual 5, no. 2 (2025): 339-53.
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faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima
faktor tersebut saling berkaitan sehingga efektivitas hukum perlu dinilai secara
menyeluruh dengan mempertimbangkan substansi peraturan, kemampuan aparatur

pelaksana, ketersediaan sumber daya, kesadaran masyarakat, serta nilai dan

kebiasaan yang berkembang.®
3. Maslahah Mursalah
onsep dalam usul fikih yang
dalam menetapkan hukum
nash, sepanjang tidak

nurut al-Ghazali,

"
berkaﬁan dengan upaya {ten!p,eroleh
n yané seyal'aﬁ dengan tujuan syarlat (r@aqashzd

dan mencegah

‘ah). Para ulama

membagl kemaslahatan menjadi pga kate aitu maslahah
s

, maslahah mulghah, dan mas}ahah m

, berdasarkan

nya dalam ketentuan syariat. Dalam penerapann lahah mursalah

as dengan tujuan syariat, dapat diterima secara ra serta diarahkan

wujudkan manfaat dan menghilangkan kesulit lam kehidupan

t. Dengan demikian, konsep ini dapat digunakan

ilai kebljakan atau tindakan yang berorlenta51 pa entingan umum

agi masyarakat, termasuk

mendukung g dapat membahayakan
keselamatan pengguna jalan. Analisis ini berhubungan dengan tujuan syariat untuk

menjaga jiwa (hifz al-nafs) dan mencegah timbulnya kemudaratan akibat kondisi

9 Soerjono Sockanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada. 2008, 2008).

10 Halla Tiaranissa and Nailatul Fitriah, “Implementasi Maqashid Syariah Dalam Regulasi Dan
Kebijakan Ekonomi Islam Di Indonesia: Perspektif Teoritis Dan Praktis,” Jurnal Manajemen Dan
Ekonomi Syariah 3, no. 3 (2025): 320-33, https://doi.org/https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i3.2539.
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jalan yang berpotensi membahayakan. Oleh karena itu, konsep maslahah mursalah

F. Penelitian Relevan

penyelenggaraan infrastruktur jalan.

memperhatikan  kemanfaatan umum dan kebutuhan masyarakat

digunakan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan tanggung jawab DPUPR

dalam

No

| dalam pen};ebn‘ggargan

lﬁyanan jalan  belum Iﬁenc;lpal

n Infrastruktur tingkat keberh{sﬂan\
Kabupaten Way | dengan ditunjukkan “oleh
Studi di Dinas | banyaknya jalan yang
n Umum | mengalami kerusakan
en Way Kanan | selama waktu yang cukup
Lampung)™ lama tanpa penanganan
yang memadai. Ditinjau

dari  perspektif ~ figh

siyasah, pelaksanaan

tanggung jawab tersebut

I = belum sepenuhnya sesuai

- dengan  prinsip-prinsip

figih  siyasah,
karena  masih
kendala

Tangggung
Pemerintah

terhadap Kerugian yang
Dialami Pengguna Jalan
Akibat Jalan Rusak'?

pemermtah
memiliki tanggung jawab
administratif, perdata, dan
pidana apabila terbukti
lalai dalam

Persamaan dan
Perbedaan
samaan

Sama-
membahas

jawab  Dinas

Umum
kabupaten
penyelnggara
n : Lokasi

, penelitian ini
kan tinjauan
asah  secara
dan hanya

pada
perbaikan
tur jalan.

-Persamaan: Membahas
tanggung jawab yang
harus dipenuhi oleh
pemerintah atas hak-hak
warga negara.

-Perbedaan: Fokus
utama pada penelitian

11 Ali Rohman, “Tinjauan Figih siyasah terhadap Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Tanggungjawab
Kerja dalam Pelayanan Perbaikan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Way Kanan (Studi Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung)” (UIN Raden Intan Lampung, 2021).

12 Restu Syamsariatulloh, “Tangggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Kerugian Yang
Dialami Pengguna Jalan Akibat Jalan Rusak” (Universitas Islam Darul Ulum Lamongan, 2025).
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penyelenggaraan, adalah pertanggung
pemeliharaan,  maupun | jawaban atas kerugian
perbaikan jalan sesuai | yang ditimbulkan oleh
standar laik fungsi yang | pengguna jalan.
mengakibatkan kerugian | Sedangkan, penelitian
maupun | yang akan dilakukan
gi pengguna | adalah tertuju pada
bagaimmana
penyelenggara jalan
dalam  melaksanakan
pembangunan
infrastuktur jalan.

N
"lo ..

3 1 pliasﬁ da»l{ \p,enehtlan 1 Sama-
menunjukkaﬂ\ - - bahwa menjadikan
& LA)/ program Jam\slag telah gara jalan
Pembangunan | memberikan fgak i kabupaten
en Lamongan | positif terhadap jek penelitian
dari Siyasah | pembangunan Kabupaten Pada
13 Lamongan, namun ini
terdapat bebérapa pada
tantangan dalam program
pelaksanaannya yang

perlu diperbaiki agar lebih ), sedangkan

efektif dan berkelanjutan. yang akan
Pada Penelitian ini lebih
memberikan rekomendasi pada
—— agar pelaksanaan program jawab
— pembangunan e dalam

infrastruktur dapat selal
berlandaskan

prinsip-prinsip
dusturiyah

( -Persamaan
Umum Dan j elall | Membahas isu tanggung
Ruang (DPUPR) Dalam menjalankan fungsi | jawab DPUPR sebagai
Menangani Kerusakan | dengan terorganisir dan | penyelenggara jalan.

Infrastruktur Jalan Di | mengimplementasikan -Perbedaan : lokasi
Kabupaten Sukoharjo.’* | tugas serta wewenangnya | penelitian, hanya

13 Jiddan Gamal Qondas, Abd. Hadi, and Moh. Sa’diyin, “Implementasi Program Jalan Mantap
dan Alus Lamongan (JAMULA) terhadap Pembangunan Kabupaten Lamongan Ditinjau dari Siyasah
Duturiah,” The Republic : Journal of Constitutional Law 4, no. 1 (2026): 64-84.

14 Saputri Setyo Nur Haryani, “Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)
dalam Menangani Kerusakan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Sukoharjo” (Universitas Muhammadiyah
Surakarta, 2024).
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dengan baik sebagaimana | menilai apakah kinerja
yang telah dinormakan | DPUPR telah sesuai
dalam UU No. 2 Tahun | dengan norma hukum
2022 jo UU No. 38 Tahun | positif tentang jalan,
2004 Tentang Jalan. Akan | tanpa membahas bagi
tetapi jterdapat hambatan | bagaimana efektivitas
yang jalami DPUPR | pelaksanaan tanggung
d menanggulani | jawab penyelenggaraan
n, seperti | jalan yang dilakukan.

5. inerj i ? '-":. an 2rsamaan :
rC s, bahas ~ DPUPR

m | responsivitas, lembaga
| responsibilitas, \.',, dan | p¢ ggara jalan.
Di | akuntabilitas, kir ‘:_' a | -Pé an
DPUPR Kabupaten | Pe y ini hanya

Kuantan Singingi d ber: aluasi kinerja
kegiatan  pemelih, saje a menganalisis
infrastruktur jalan I be nggung jawab
tahun 2021 S€ yu penyelenggara
keseluruan jala dalam
dilaksanakan S pe nan jalan.

standar penyelengge
jalan yang berlaku.
tersebut dapat dilihat
peningkatan kinerj:
pemeliharaan alan,
respons  cepat terhadap
keluhan kerusaka

Berdasarkan lima penelitian terdahulu, kajian mengenai penyelenggaraan jalan
telah membahas tanggung jawab pemerintah daerah, penanganan kerusakan jalan,

implementasi program pembangunan, serta kinerja DPUPR, baik berdasarkan hukum

1 Bella Fitrianti, Meyzi Heriyanto, and Seno Andri, “Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang dalam Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021,”
Jurnal Pendidikan dan Konseling 4, no. 3 (2022): 2118-28,
https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i3.5039.
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positif maupun perspektif figh siyasah dan siyasah dusturiyah. Persamaan penelitian
ini dengan penelitian terdahulu terletak pada kajian tanggung jawab pemerintah dalam
penyelenggaraan jalan, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajian dan
perspektif analisis yang digunakan. Penelitian ini secara khusus mengkaji pelaksanaan
tanggung jawab yuridis DPUPR Kabupaten Batang, faktor-faktor yang memengaruhi

pelaksanaannya, serta kesesuaiannya dengan prinsip kemaslahatan melalui perspektif

maslahah mursalah, terutama ncegah kemudaratan dan melindungi

keselamatan jiwa pengguna j ian, posisi penelitian ini terletak pada

c.“

-
”

"

F -

Y I 1 N . .-
1tian ini merupakan penehtlan‘lmlfmn.yl‘lrldls- yaitu penelitian
r, s »)J/ ) : A Y

aji ketentuan hukum yang berkaita'fl‘a;éng’an obj litian sekaligus
’ -~

pelaksanaannya dalam keadaan di lapangan. Pen ini tidak hanya
garaan fasilitas

tugas DPUPR

n peraturan perundang-undangan mengenai pen

pi juga menggali informasi mengenai pelaks

Batang melalui wawancara, observasi, dan doku ng relevan. Sisi

gunakan untuk mengidentifikasi kewenangan, ajiban, standar

erta mekanisme pertanggungjawaban berdasarkan yang berlaku.

s digunakan untuk memahami bagaimana proses p uan, penentuan

I meliputi pendekatan
kualitatif, p if, dan pendekatan studi
implementasi yang saling melengkapi.
Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam pelaksanaan
tanggung jawab yuridis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)
Kabupaten Batang dalam penyelenggaraan jalan berdasarkan data deskriptif yang

diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan sosiologis
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digunakan untuk mengkaji pelaksanaan tanggung jawab tersebut dalam konteks
empiris, termasuk praktik penyelenggaraan jalan, kondisi yang dihadapi, serta
faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Pendekatan
normatif digunakan untuk menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur kewenangan pemerintah daerah dan tanggung jawab

penyelenggara jalan, serta pringip-prinsip hukum Islam yang relevan dengan

maslahah mursalah. Sem endekatan studi implementasi hukum

digunakan untuk men

hmya,.serta rpenllal pelaksénaan'tgnggung ja

"N
f mas]ahah mursalah khususnya daf .rﬂewuju

maslahatan dan

gi kgs.elamatan jiwa pengguna jalan. »

erapan pendekatan yuridis-empiris dalam pen ini dilakukan

wancara dengan pejabat DPUPR Kabupaten Bata ervasi terhadap

as jalan yang menjadi objek penelitian, serta pene dokumen yang

ata tersebut digunakan untuk mengkaji pelaks pembangunan,

an, dan perbaikan jalan, termasuk mekanisme p nan kerusakan,

prioritas pekerjaan, penyediaan tanda peringata

sesuai kewenangannya.
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4. Sumber Data Penelitian
a. Sumber Data Primer
Data primer diperoleh melalui kegiatan lapangan, terutama wawancara
dengan pejabat DPUPR Kabupaten Batang yang berkaitan dengan prasarana
jalan dan jembatan serta pengamatan langsung terhadap kondisi jalan yang

menjadi objek penelitian. Sumber data primernya adalah para informan dari

jajaran penanggungjawa bupaten Batang, yaitu Erna Setiyarsih,

mbatan DPUPR Kabupaten Batang.

atikan sumber,

observasi dan

dang-undangan,

yang berkaitan

men dilakukan

seperti

kerusakan jalan di Kabupaten Batang.
b. Observasi, dilakukan dengan cara mengamati langsung kondisi infrastruktur
jalan khususnya jalan yang mengalami kerusakan, keberadaan rambu atau

tanda peringatan, dan bagaimana respon DPUPR dalam menangani
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kerusakan. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai
kesesuaian antara ketentuan hukum dan pelaksanaannya di lapangan

c. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan tentang prosedur
penanganan jalan rusak, dasar penentuan prioritas, penggunaan rambu atau
tanda peringatan, dan kendala yang dialami DPUPR. Wawancara dilakukan
langsung dengan pejabat DRUPR untuk menghimpun data fakta-fakta yang
terjadi di lapangan

Ketiga teknik pen digunakan secara saling melengkapi
ukum yang mengatur tanggung
jawab DPUP _ / t dalam praktik. Data yang
diperoleh ianalisis " ilai elaksanaan tanggung
an dan perspektif

ursalalz / : \\\,\ N
lisis gmbxer'Data Penelitian i f." 'y L

ta pegelltlan dalam penelitian ini dianalisis denga gunakan teknik

eskiptif-kualitatif, dengan mengorganisasikan s data penelitian

leh kemudian

h diperoleh. Sumber data penelitian yang

sikan dan dianalisis menggunakan teori tanggu ab pemerintah

ri efektivitas hukum dan konsep maslahah mursala es analisis data,

dengan diuraikan secara sistematis dalam bentuk t yang jelas dan

agar mudah dipahami serta diinterpretasikan ses gan kebutuhan

.

abupaten Batang. Penyajian

data dilakukan secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif untuk memudahkan
pemahaman terhadap temuan penelitian. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dan
verifikasi dilakukan dengan menginterpretasikan temuan serta memeriksa

kesesuaiannya dengan data yang diperoleh.
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Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori tanggung jawab
pemerintah daerah, teori efektivitas hukum, dan konsep maslahah mursalah.
Sementara itu, analisis normatif dilakukan dengan menelaah dan
menginterpretasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan jalan dan keselamatan pengguna jalan untuk menilai kesesuaian
pelaksanaan tanggung jawab DPUPRR dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil

analisis empiris dan normati a dikaitkan dengan perspektif siyasah

dusturiyah untuk meni b pemerintah dalam melindungi
alisis tersebut digunakan secara

nelitian secara sistematis.

erikan _’galﬁbaran yanglelas dan tera enai pembahasan

erjudul ?{Tanggung Jawab Yﬁrﬂtsi}PUPR Batang dalam

lisan ke dalam

HULUAN, bab ini berisikan latar belakang masal usan masalah,

sebagai

BABIP

, manfaat penelitian, kerangka teori, peneliti levan, metode
tian dan sistematika penulisan.
GUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH D UPR DALAM
ELENGGARAAN JALAN, TEORI EFEKTIVI KUM DAN

BAB II

terdiri dari

BAB III PELA
DALAM
mengenai tanggungjawa DPUPR Ka upaten Batang sebagai penyelenggara
jalan yang berupa kewenangan, tugas, dan fungsi lembaga dalam bidang
penyelenggaraan jalan. Selain itu, bab ini juga memaparkan bagaimana
pelaksanaan penyelenggaraan jalan di Kabupaten Batang dari temuan hasil

kegiatan observasi terhadap kondisi infrastruktur jalan. Pembahasan turut



20

mencakup kendala yang dihadapi DPUPR Kabupaten Batang dalam
penyelenggaraan jalan.

BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB YURIDIS DPUPR
KABUPATEN BATANG DALAM PENYELENGGARAAN JALAN
UNTUK MENDUKUNG KESELAMATAN PENGGUNA JALAN
PERSPEKTIF MASLAHA RSALAH, Bab ini menganalisis bentuk

tanggung jawab yuridis bupaten Batang berdasarkan peraturan

perundang-undanga enelitian di lapangan. Analisis




BAB V
PENUTUP
A. Simpulan
Pelaksanaan tanggung jawab yuridis DPUPR Kabupaten Batang dalam
penyelenggaraan jalan untuk mendukung keselamatan pengguna jalan diwujudkan

melalui perbaikan jalan rusak, pemelillaraan jalan, pemasangan rambu sementara, dan

penentuan skala prioritas penan, Tanggung jawab tersebut memiliki dasar

hukum, antara lain Undan ahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
ktivitas hukum Soerjono
ipengaruhi oleh belum

tenaga perawatan

dan an istem pencatatan

Fy
rpadu,sertai 'rendahnya kesadaran sebaglhn mas terhadap batas

araan ‘dan kelas jalan. Faktor-faktor tersebut me bat penanganan

an yang berpotensi membahayakan keselamatan p a jalan.

au dari perspektif maslahah mursalah, pelaksa anggung jawab

upaten Batang menunjukkan upaya mewujudkan slahatan umum

bangunan dan pemeliharaan jalan, penentuan prioritas, serta

rambu sementara untuk mencegah bahaya bagi p

an dengan tujuan syariat, khususnya hifz al-naf: indungan jiwa),

juan mengurangi risiko kecelakaan dan menjaga kese

menunjukkan

terutama melalu
keselamatan pengguna jalan.
B. Saran
1. Bagi DPUPR Kabupaten Batang
DPUPR Kabupaten Batang perlu memperkuat mekanisme penanganan

kerusakan jalan dengan membuat sistem tindak lanjut yang lebih terukur sejak

105
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kerusakan ditemukan atau dilaporkan sampai dengan pelaksanaan perbaikan atau
tindakan pengamanan. DPUPR juga perlu mengadakan sistem pencatatan
pengaduan masyarakat secara terintegrasi sehingga jumlah laporan yang diterima,
status penanganan, dan laporan yang belum terselesaikan dapat ditelusuri dan
diawasi.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutny embangkan kajian mengenai tanggung

jawab penyelenggara j ermasalahan kekosongan timeline
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